
 

 

 

SALINAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

NOMOR 11 TAHUN  2015 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan perubahan asumsi 

arah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, 

dan adanya peningkatan pendapatan serta sisa lebih Tahun 

Anggaran 2014 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam 

Tahun Anggaran 2015 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 dan sesuai dengan arah dan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, 

perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun Anggaran 2015; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2. Undang–Undang  Nomor  13  Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan   

Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan 

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik 

Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4575); 

19. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 



Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681); 

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 680); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4); 

 



35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Penghapusbukuan Aset Daerah dari Neraca Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Daerah 

Nomor 27); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 25); 

41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 30); 

42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 44); 

 



 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2014 Nomor 10); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 7); 
 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
 

dan 
 

BUPATI PEKALONGAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.607.365.072.421,00,-          

(satu triliyun enam ratus tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta 

tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) bertambah 

sejumlah Rp. 218.626.772.015.00,- (dua ratus delapan belas milyar 

enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima 

belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.825.991.844.436,00 (satu triliyun 

delapan ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh 

satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh 

enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  

a. Pendapatan  

1.  Semula Rp. 1.586.521.596.977,00 

2.  Bertambah Rp. 101.984.897.616,00 

   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.688.506.494.593,00 
 

b. Belanja  

1.  Semula Rp. 1.607.365.072.421,00 

2.  Bertambah Rp. 218.626.772.015,00 

   Jumlah Belanja setelah Perubahan        Rp. 1.825.991.844.436,00 
 

   Defisit setelah Perubahan                    (Rp. 137.485.349.843,00) 
 

 

 



c. Pembiayaan 

1.  Penerimaan : 

 a) Semula  Rp. 27.500.000.000,00 

 b) Bertambah Rp. 116.641.874.399,00 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  144.141.874.399,00 
 

2.  Pengeluaran : 

  a) Semula Rp. 6.656.524.556,00 

  b) Bertambah/berkurang                   Rp. 0,00 

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.656.524.556,00 
 

 Jumlah Pembiayaan Netto  

 setelah Perubahan Rp.  137.485.349.843,00 

 

 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)  

 setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

Pasal 2 
[  

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a    

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  

1)  Semula  Rp. 238.975.251.139,00 

2)  Bertambah Rp.      11.562.894.382,00 

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah  

 setelah Perubahan   Rp. 250.538.145.521,00 
 

b. Dana Perimbangan  

1)  Semula  Rp. 956.773.057.622,00 

2)  Bertambah Rp. 29.290.310.473,00 

Jumlah Dana Perimbangan  

   setelah Perubahan Rp. 986.063.368.095,00 
 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 

1)  Semula  Rp. 390.773.288.216,00 

2)  Bertambah                    Rp. 61.131.692.761,00 

Jumlah Pendapatan Daerah yang sah  

setelah Perubahan   Rp. 451.904.980.977,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  

1)  Semula   Rp. 30.958.934.500,00 

2)  Bertambah  Rp. 3.194.077.630,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 34.153.012.130,00 
 



b. Retribusi Daerah  

1)  Semula   Rp. 10.997.381.751,00 

2)  Bertambah                Rp. 144.159.163,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah  

Perubahan  Rp. 11.141.540.914,00 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

1)  Semula   Rp. 4.726.220.609,00 

2)  Bertambah  Rp.  121.633.984,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

yang dipisahkan setelah Perubahan  Rp. 4.847.854.593,00 
 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

1)  Semula   Rp. 192.292.714.279,00 

2)  Bertambah                   Rp. 8.103.023.605,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

yang sah setelah Perubahan Rp. 200.395.737.884,00 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b      
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1)  Semula  Rp. 27.936.121.622,00 

2)  Bertambah Rp. 769.270.473,00 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil  

 Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 28.705.392.095,00 
 

a. Dana Alokasi Umum  

1)  Semula   Rp. 862.011.706.000,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

 Dana Alokasi Umum setelah Perubahan  Rp. 862.011.706.000,00  
 

b. Dana Alokasi Khusus  

1)  Semula   Rp. 66.825.230.000,00 

2)  Bertambah  Rp. 28.521.040.000,00 

 Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan  Rp. 95.346.270.000,00 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 

1)  Semula   Rp. 1.250.000.000,00 

2)  Bertambah/berkurang  Rp. 0,00 

 Jumlah Hibah setelah Perubahan  Rp. 1.250.000.000,00 
 

b. Dana Darurat sejumlah  

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 



 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

1)  Semula   Rp. 60.910.102.000,00 

2)  Bertambah               Rp.  20.664.615.977,00 

 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah  

 Perubahan  Rp. 81.574.717.977,00 
    

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1)  Semula  Rp. 295.655.057.216,00 

2)  Bertambah  Rp. 40.643.076.784,00 

 Dana Penyesuaian setelah Perubahan  Rp. 336.298.134.000,00 
 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
lainnya 

1)  Semula  Rp. 32.958.129.000,00 

2)  Berkurang  Rp.   (176.000.000,00) 

 Jumlah Bantuan Keuangan dari  

 Propinsi atau dari Pemerintah Daerah  

 lainnya setelah Perubahan Rp. 32.782.129.000,00 
 

 

Pasal 3 
[[[ 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri 

dari  

a. Belanja Tidak Langsung  

1)  Semula  Rp. 995.951.906.901,00 

2)  Bertambah  Rp. 130.587.229.365,00 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung  

 setelah Perubahan  Rp. 1.126.539.136.266,00 

 

b. Belanja Langsung  

1)  Semula  Rp. 611.413.165.520,00 

2)  Bertambah  Rp. 88.039.542.650,00 

    Jumlah Belanja Langsung  

  setelah Perubahan  Rp. 699.452.708.170,00 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1)  Semula  Rp. 865.258.439.256,00 

2)  Bertambah  Rp. 42.192.562.721,00 

    Jumlah Belanja Pegawai setelah  

  Perubahan  Rp. 907.451.001.977,00 



 
 

b. Belanja Bunga  

1)  Semula  Rp. 67.260.000,00 

2)  Berkurang  (Rp. 41.365.140,00) 

   Jumlah Belanja Bunga setelah  

 Perubahan  Rp. 25.894.860,00 
 

c. Belanja Subsidi  

1)  Semula  Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp.  0,00 

 Jumlah Belanja Subsidi setelah  

 Perubahan  Rp. 0,00 
 

d. Belanja Hibah  

1)  Semula  Rp. 9.549.600.000,00 

2)  Bertambah                      Rp. 25.855.880.500,00 

 Jumlah Belanja Hibah setelah PerubahanRp. 35.405.480.500,00 
 

e. Belanja Bantuan Sosial  

1)  Semula  Rp. 4.850.200.000,00 

2)  Bertambah/berkurang                    Rp. 0,00 

   Jumlah Belanja Bantuan Sosial  

 setelah Perubahan  Rp. 4.850.200.000,00 

 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa  

1)  Semula  Rp. 3.767.979.529,00 

2)  Bertambah   Rp. 42.074.500,00 

   Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah  

 Perubahan    Rp. 3.810.054.029,00 
 

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

Pemerintah Desa  

1)  Semula  Rp. 110.458.428.116,00 

2)  Bertambah                   Rp. 61.038.076.784,00 

   Jumlah Belanja bantuan keuangan  

  setelah Perubahan  Rp. 171.496.504.900,00 
 

h. Belanja Tidak Terduga 

1)  Semula   Rp. 2.000.000.000,00 

2)  Bertambah   Rp. 1.500.000.000,00 

   Jumlah Belanja Tidak Terduga  

  setelah Perubahan  Rp. 3.500.000.000,00 
 



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1)  Semula  Rp.  98.181.556.704,00 

2)  Bertambah                    Rp. 16.830.642.654,00 

   Jumlah Belanja Pegawai  

   setelah Perubahan     Rp. 115.012.199.358,00 
 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1)  Semula  Rp. 285.518.500.356,00 

2)  Bertambah  Rp. 72.221.933.963,00 

   Jumlah Belanja Barang dan Jasa  

 setelah Perubahan  Rp. 357.740.434.319,00 
 

c. Belanja Modal 

1)  Semula  Rp. 227.713.108.460,00 

2)  Berkurang  (Rp. 1.013.033.967,00) 

   Jumlah Belanja Modal setelah PerubahanRp. 226.700.074.493,00 

 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 
terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

1)  Semula  Rp. 27.500.000.000,00 

2)  Bertambah  Rp. 116.641.874.399,00 

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 144.141.874.399,00 
 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

1)  Semula  Rp. 6.656.524.556,00 

2)  Bertambah/berkurang                 Rp. 0,00 

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.656.524.556,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) 

1)  Semula  Rp. 27.500.000.000,00 

2)  Bertambah  Rp. 116.632.774.399,00 

    Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 144.132.774.399,00 
 

b. Pencairan Dana Cadangan 

1)  Semula   Rp                            0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp                            0,00 

   Pencairan Dana Cadangan setelah  

 Perubahan   Rp. 0,00 



c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

f. Penerimaan Piutang Daerah  

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah   Rp. 9.100.000,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 9.100.000,00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan  

1)  Semula   Rp. 0,00 

                            2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  

1)  Semula   Rp. 6.482.919.556,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp.  0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp.   6.482.919.556,00 
 

c. Pembayaran Pokok Utang 

1)  Semula   Rp.  173.605.000,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 173.605.000,00 
 

d. Pemberian Pinjaman Daerah  

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 



 

 

 

e. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah  

1)  Semula   Rp. 0,00 

2)  Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

   Jumlah setelah Perubahan Rp. 0,00 

 

Pasal 5 
[[[ 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

b.  Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

e.  Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 

h. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

Anggaran 2015. 

 

 



Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pekalongan. 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 25 September 2015 
BUPATI PEKALONGAN, 

TTD 
AMATANTONO 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 25 September 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEKALONGAN 

TTD 
MUKAROMAH SYAKOER 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 
NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daera£uKabupaten Pekalongan 

ENDANG MURDININGRUM, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19631005 199208 2 001 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH : (11 /2015) 


